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ABSTRAK  

 
Penerapan sistem manajemen keamanan pangan yang 

ketat menjadi kebutuhan utama dalam industri 

makanan, termasuk bagi Industri Kecil dan Menengah 

(IKM). Hazard Analysis and Critical Control Points 

(HACCP) serta sertifikasi halal merupakan standar 

yang harus dipenuhi oleh IKM untuk meningkatkan 

kualitas dan daya saing produk mereka. Penyuluhan 

ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku 

usaha di IKM Sambel Pecel Madiun Klangenan terkait 

HACCP dan sertifikasi halal, serta mendorong 

penerapan sistem pengendalian mutu yang lebih baik. 

Metode penyuluhan dilakukan melalui ceramah 

interaktif, studi kasus, pelatihan dokumentasi 

HACCP, serta simulasi pengajuan sertifikasi halal. 

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan 

pemahaman peserta terhadap HACCP sebesar 

94,29%, dan sejumlah 88,57% peserta menyatakan 

kesiapan untuk mengimplementasikan HACCP. 

Tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan 

SDM, biaya sertifikasi, serta infrastruktur yang belum 

sesuai dengan standar HACCP. Penyuluhan yang 

dilakukan mampu meningkatkan kesadaran pelaku 

usaha terhadap keamanan pangan, namun perlu 

dukungan lebih lanjut untuk penerapan yang optimal 

 

ABSTRACT 

 

The implementation of a stringent food safety 

management system is a fundamental requirement 

in the food industry, including for Small and 

Medium Enterprises (SMEs). Hazard Analysis and 

Critical Control Points (HACCP) and halal 

certification are essential standards that SMEs 

must comply with to enhance product quality and 

market competitiveness. This outreach program 

aimed to improve the understanding of HACCP 

principles and halal certification among business 

owners at IKM Sambel Pecel Madiun Klangenan, 

while also promoting the implementation of a more 

structured quality control system. The outreach 

was conducted through interactive enabler, case 

studies, HACCP documentation training, and a 

simulation of the halal certification application 

process. Evaluation results indicated a 94.29% 

increase in participants' comprehension of 

HACCP, with 88.57% expressing readiness to 

implement HACCP in their production process. 

The Challenges encountered included limited 

human resources, certification costs, and 

infrastructure not yet aligned with HACCP 

standards. This outreach initiative successfully 
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heightened awareness among business owners 

regarding food safety; however, further support is 

required for optimal implementation.  
 

 
PENDAHULUAN   
 

  HACCP merupakan pendekatan 

sistematis yang dirancang untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 

mengendalikan bahaya yang signifikan terhadap 

keamanan pangan (FAO, 2023; Jay, 1998; 

Mercer, 2021). Penerapan HACCP membantu 

industri makanan, termasuk Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) seperti Sambel Pecel, dalam 

memastikan produk yang dihasilkan aman untuk 

dikonsumsi. Melalui identifikasi potensi bahaya 

pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan 

baku hingga produk akhir, HACCP 

memungkinkan perusahaan untuk mengambil 

langkah pencegahan yang diperlukan guna 

mencegah kontaminasi fisik, kimia, maupun 

biologis (Dhyani et al., 2022; Gehring & 

Kirkpatrick, 2020; Mercer, 2021). Hal ini tidak 

hanya meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap produk, tetapi juga membantu 

perusahaan memenuhi persyaratan regulasi 

keamanan pangan yang berlaku (Gehring & 

Kirkpatrick, 2020). 

Secara global, penerapan CPPOB dan 

HACCP merupakan salah salah satu langkah 

untuk meningkatkan kesehatan dan harapan 

hidup masyarakat, hal ini merupakan konsensi 

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang 

tercantum dalam 17 elemen dari tujuan 

pembangunan berkelanjutan atau Sustainable 

Development Goals (SDGs) (FAO, 2023). 

Untuk itu, di Indonesia regulasi yang mengatur 

dalam pengolahan pangan dan pengendalian 

titik kritis pangan untuk mencapai kemanan 

pangan di Indoneisa tercantum dalam Peraturan 

Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2023 (BPOM 

RI, 2023). Lebih lanjut, aturan tersebut 

menerangkan Cara Produksi Pangan Olahan 

yang Baik (CPPOB) dan standar teknis dalam 

mengidentifikasi dan sistem yang mengatur 

tercantum dalam SNI CAC /RCP 1:2011(BPOM 

RI, 2023). Selain itu, Pemerintah Indonesia 

mengatur produk pangan (makanan, minuman, 

dan aditif pangan) yang diperdagangkan untuk 

memiliki sertifikat halal (BPJPH, 2021). 

Melalui pemenuhan standar internasional 

seperti HACCP dan sertifikasi halal, produk 

Indonesia memiliki peluang untuk diterima di 

pasar internasional yang memiliki persyaratan 

ketat terkait keamanan dan kehalalan produk. 

Langkah ini tidak hanya meningkatkan 

kepercayaan konsumen domestik tetapi juga 

membuka peluang ekspor ke negara-negara 

dengan mayoritas penduduk Muslim dan pasar 

global lainnya yang menuntut standar keamanan 

pangan yang tinggi. 

Meskipun regulasi telah ditetapkan, banyak 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) seperti 

Sambel Pecel di Gunung Putri, Kabupaten 

Bogor, menghadapi tantangan dalam memahami 

dan mengimplementasikan standar HACCP dan 

proses sertifikasi halal. Keterbatasan ini dapat 

disebabkan oleh kurangnya akses terhadap 

informasi, sumber daya manusia yang belum 

terlatih, serta keterbatasan finansial untuk 

memenuhi persyaratan sertifikasi (Mercer, 

2021). Selain itu, proses sertifikasi halal yang 

kompleks dan memerlukan pemahaman 

mendalam tentang prosedur dan dokumentasi 

seringkali menjadi hambatan bagi IKM. 

Padahal, penerapan standar ini sangat penting 

untuk memastikan produk yang dihasilkan 

aman, berkualitas, dan sesuai dengan prinsip 

kehalalan yang diakui. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya kolaboratif untuk memberikan 

pendampingan dan pelatihan untuk IKM Sambel 

Pecel Madiun Klangenan dalam rangka 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

dalam menerapkan standar HACCP dan 

memperoleh sertifikasi halal. 

 

 

METODE 
 

Deskripsi Peserta 

IKM Sambel Pecel Madiun Klangenan adalah 

usaha berskala kecil yang memproduksi sambel 

pecel dengan metode tradisional. Usaha ini 

masih mengandalkan proses produksi 

konvensional dengan keterbatasan dalam 

penerapan standar keamanan pangan modern. 

Peserta dalam program penyuluhan ini meliputi 

pemilik usaha dan pegawai yang bertanggung 

jawab dalam produksi dan pengendalian mutu 

dengan rentang usia 30 – 45 tahun. 

 

Metode Pelatihan 

Penyuluhan dilakukan secara ceramah interaktif 

yang meliputi penyampaian materi dan diskusi 

tentang prinsip CPPOB, HACCP, dan alur 

sertifikasi Halal, studi kasus penerapan CPPOB, 

HACCP, dan sertifikasi Halal pada industri, 

panduan dalam pencatatan untuk HACCP dan 

sertifikasi Halal, dan latihan praktis untuk 

proses legalitas. 

 

Instrumen Evaluasi 
Efektivitas pelatihan diukur melalui kuesioner 

sebelum dan sesudah pelatihan, wawancara 

peserta, serta observasi langsung. Umpan balik 

dikumpulkan untuk menilai peningkatan 
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pengetahuan dan kesiapan dalam menerapkan 

HACCP dan sertifikasi Halal. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini dirancang sebagai respons 

terhadap tantangan riil yang dihadapi oleh 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sambel 

Pecel Madiun Klangenan dalam penerapan 

standar mutu pangan. Fokus utama kegiatan 

diarahkan pada peningkatan pemahaman 

terhadap prinsip Hazard Analysis and Critical 

Control Point (HACCP) serta fasilitasi 

pemahaman mengenai proses sertifikasi halal. 

Kegiatan diawali dengan observasi dan 

wawancara mendalam (depth interview) yang 

dilakukan secara langsung kepada pemilik dan 

pengelola IKM guna mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi di lapangan. 

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim 

pelaksana menyusun dan memberikan 

penyuluhan yang berfokus pada prinsip dasar 

HACCP dan prosedur sertifikasi halal sebagai 

langkah tindak lanjut untuk meningkatkan 

kesiapan dan kapasitas pelaku usaha dalam 

menerapkan standar keamanan dan kehalalan 

pangan secara berkelanjutan. Kegiatan diakhiri 

dengan pembagian angket evaluasi yang 

memuat penilaian peserta terhadap isi materi 

serta efektivitas penyampaian informasi oleh 

penyelenggara. Evaluasi ini bertujuan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan kegiatan serta 

memperoleh masukan untuk perbaikan program 

serupa di masa mendatang (Warman et al., 

2023).  

 

Tabel 1. Hasil Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

 

Aspek Penilaian Nilai 

Materi yang disampaikan dalam pengabdian masyarakat 100,00 

Respon masyarakat terhadap materi yang disampaikan 91,43 

Hubungan materi yang disajikan dengan kebutuhan masyarakat 94,29 

Keterkaitan antara materi dengan aplikasi yang dapat diserap di masyarakat 88,57 

Pemateri dan teknik penyajian 91,43 

Waktu yang dipergunakan dalam pemberian materi 85,71 

Kejelasan materi 97,14 

Minat masyarakat terhadap kegiatan 97,14 

Kepuasan kegiatan 100,00 

Rata-rata 93,97 

Evaluasi program merupakan langkah 

krusial dalam menilai efektivitas dan dampak 

suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

(PkM). Evaluasi program merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

sengaja untuk menilai tingkat keberhasilan suatu 

program. Hal ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya, yang menyatakan bahwa evaluasi 

adalah penelitian sosial yang diterapkan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

berorientasi pada kebijakan (Arikunto & Jabar, 

2009; Kidder et al., 2024; Rossi et al., 2004). 

Evaluasi juga dilakukan untuk memahami 

respon masyarakat terhadap berbagai aspek 

kegiatan, termasuk materi yang disampaikan, 

relevansi dengan kebutuhan masyarakat, dan 

keterkaitan antara teori dan aplikasi praktis 

(Kidder et al., 2024). 

Setelah pelatihan selesai, evaluasi 

dilaksanakan melalui diskusi terbuka, sesi tanya 

jawab, dan pembagian kuesioner kepada 

peserta. Kuesioner tersebut dirancang untuk 

menilai sembilan aspek utama dengan skala 

penilaian 1 hingga 5; skor 1 menunjukkan 

penilaian paling tidak baik dan skor 5 

menunjukkan penilaian paling baik. Aspek-

aspek yang dievaluasi meliputi: 1) Materi yang 

disampaikan dalam pengabdian masyarakat, 2) 

Respon masyarakat terhadap materi yang 

disampaikan, 3) Hubungan materi yang 

disajikan dengan kebutuhan masyarakat, 4) 

Keterkaitan antara materi dengan aplikasi yang 

dapat diserap di masyarakat, 5) Pemateri dan 

teknik penyajian, 6) Waktu yang dipergunakan 

dalam pemberian materi, 7) Kejelasan materi, 8) 

Minat masyarakat terhadap kegiatan, 9) 

Kepuasan terhadap kegiatan (Tabel 1).  

Hasil evaluasi peserta terhadap 

kuisioner evaluasi yang diberikan menunjukan 

untuk aspek penyampaian materi menunjukkan 

nilai 91, 43 - 100%, hal tersebut 

mengindikasikan peserta memahami materi 

yang disampaikan selama penyuluhan 

berlangsung dan pendekatan yang digunakan 

telah terbukti efektif. Pada penyampaian 

informasi, teknik penyampaian yang melibatkan 

kombinasi teks, gambar, dan interaksi aktif 

dapat meningkatkan pemahaman peserta. Hal 

ini sejalan dengan penerapan Teori Kognitif 

Pembelajaran menggunakan 
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Multimedia/Cognitive Theory of Multimedia 

Learning (CTML) yang dikemukakan oleh 

Mayer (2017). CTML menekankan bahwa 

pembelajaran yang optimal terjadi ketika 

informasi diproses melalui dua saluran 

kognitif—verbal dan visual. Oleh karena itu, 

materi penyuluhan yang disajikan dalam bentuk 

multimedia interaktif, seperti infografis, 

animasi, dan simulasi digital, dapat 

meningkatkan keterlibatan serta pemahaman 

peserta dibandingkan dengan metode ceramah 

konvensional (Mayer, 2017). Selain itu, prinsip 

Segmentasi dan Personalisasi dalam CTML 

menyarankan bahwa informasi yang kompleks, 

seperti standar HACCP, lebih mudah dipahami 

jika disajikan dalam segmen yang lebih kecil 

dan dengan gaya bahasa yang lebih kasual. Hal 

ini mendukung efektivitas penyuluhan bagi 

UKM yang memiliki tingkat literasi teknis yang 

beragam. Selain itu, diberikan buku teknis 

penerapan dan konsep HACCP dan Halal 

(Gambar 2) kepada IKM Sambal Pecel madiun 

agar pelaku usaha dapat mengingat kembali 

materi yang telah diberikan pada saat 

penyuluhan. 

Respon positif yang diberikan oleh 

partisipan tidak menutup tantangan nyata untuk 

pelaku usaha dalam implementasi HACCP dan 

Halal. Beberapa tantangan ini mencakup 

keterbatasan sumber daya manusia, biaya 

sertifikasi, kekurangan infrastruktur, serta 

kesiapan dalam dokumentasi dan pencatatan. 

Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) yang belum memiliki 

tenaga kerja terlatih dalam menerapkan standar 

Hazard Analysis and Critical Control Point 

(HACCP). Saat ini, standar tersebut menjadi 

krusial dalam memastikan keamanan pangan. 

Hal ini sejalan dengan temuan (Goue et al., 

2016) yang mengeksplorasi faktor-faktor yang 

menentukan keberhasilan IKM dalam 

mengimplementasikan sistem HACCP di sektor 

pertanian. Lebih lanjut menurut Goue et al. 

(2016), komitmen manajemen, budaya 

perusahaan dalam mematuhi prosedur, serta 

pelatihan yang konsisten bagi staf menjadi 

elemen penting dalam penerapan HACCP. 

Selanjutnya, proses sertifikasi HACCP dan 

sertifikasi halal masih menjadi kendala utama 

bagi UMKM karena biaya yang cukup tinggi. 

Studi oleh Prihanto et al. (2021) menunjukkan 

bahwa 78% pelaku UMKM di sektor pangan 

mengalami kesulitan dalam memperoleh 

sertifikasi akibat keterbatasan biaya dan 

kurangnya pemahaman tentang prosedur yang 

harus diikuti. Sertifikasi ini sangat penting, 

terutama bagi produk pangan yang ingin 

bersaing di pasar nasional maupun 

internasional. Banyak fasilitas produksi UMKM 

yang belum memenuhi standar keamanan 

pangan yang ditetapkan dalam HACCP. 

Kurangnya fasilitas sanitasi, sistem 

penyimpanan yang tidak memadai, serta 

lingkungan produksi yang tidak higienis 

menjadi faktor utama yang menghambat 

implementasi HACCP di UMKM (Mercer, 

2021; Rahmah et al., 2024). Selanjutnya, 

pencatatan dan dokumentasi juga masih menjadi 

kendala yang dialami oleh pelaku usaha (Taylor 

& Kane, 2005). Fungsi dari dokumentasi dan 

pencatatan menjadi penting karena berhubungan 

dengan sistem penjaminan dan pengendalian 

mutu produk (Dhyani et al., 2022; Jay, 1998; 

Mercer, 2021; Rahmah et al., 2024; Taylor & 

Kane, 2005). Meskipun penyuluhan telah 

berhasil meningkatkan pemahaman dan 

kesadaran masyarakat terhadap standar 

HACCP, tantangan dalam implementasi masih 

cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan 

pendekatan yang lebih holistik, termasuk 

program pelatihan lanjutan, subsidi sertifikasi, 

peningkatan infrastruktur, serta dukungan dalam 

dokumentasi. Dengan langkah-langkah yang 

tepat, diharapkan UMKM dapat lebih siap 

dalam menerapkan HACCP dan memenuhi 

standar keamanan pangan secara optimal.

 
 

 

Gambar 1. Kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif mengenai penerapan HACCP dan sertifikasi halal 

di IKM Sambel Pecel Madiun

 

Agar manfaat dari penyuluhan dan 

pelatihan dapat berkelanjutan, diperlukan strategi 

jangka panjang yang mendukung penerapan 

HACCP, Halal, dan kepatuhan terhadap standar 

keamanan pangan bagi UMKM. Rekomendasi 

ini mencakup program pendampingan, 

pengembangan modul digital, kolaborasi antara 

seluruh pihak, serta pelatihan intensif terkait 

dokumentasi dan sertifikasi. Berdasarkan hasil 

penelitian oleh Kohilavani et al. (2013), 
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pendekatan integrasi antara HACCP dan sistem 

halal memberikan landasan yang kuat untuk 

implementasi yang lebih efektif dalam industri 

pangan. 

 

 
Gambar 2. Buku Panduan dan konsep HACCP dan Halal untuk UMKM. 

 
Gabungan prinsip-prinsip HACCP 

dengan persyaratan syariah dapat meningkatkan 

kredibilitas sistem sertifikasi halal dan 

memastikan keamanan pangan yang berstandar 

tinggi (Ahmad et al., 2020; Zulfakar et al., 2014). 

Namun, implementasi yang optimal memerlukan 

adanya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku 

industri, terutama UMKM, agar mereka dapat 

memahami dan menerapkan standar ini secara 

konsisten. Salah satu faktor kunci dalam 

keberhasilan sistem ini adalah pembentukan tim 

halal internal yang memiliki pemahaman 

mendalam mengenai baik HACCP maupun 

hukum Islam terkait makanan halal. Dalam 

konteks UMKM, minimnya tenaga ahli dan 

kurangnya sumber daya dalam menyusun sistem 

HACCP yang sesuai dengan standar halal sering 

kali menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, 

program pendampingan yang melibatkan pakar 

dari berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi 

pangan, kehalalan, serta kebijakan dan regulasi 

pangan, sangat diperlukan untuk memastikan 

bahwa setiap tahapan, mulai dari identifikasi 

bahan baku, proses produksi, hingga 

pengendalian titik kritis (CCP dan HCCP), dapat 

diterapkan dengan benar. Selain itu, penelitian 

ini juga menegaskan bahwa dokumentasi dan 

rekam jejak yang baik sangat penting dalam 

keberhasilan HACCP dan sertifikasi halal. 

Banyak UMKM yang masih mengalami 

kesulitan dalam hal pencatatan dan pelaporan 

karena kurangnya pelatihan dalam aspek 

administrasi. Dengan adanya pendampingan 

yang berkelanjutan, UMKM dapat dibantu dalam 

menyusun sistem dokumentasi yang sesuai 

dengan standar halal internasional, sehingga 

memudahkan proses audit dan sertifikasi. Oleh 

karena itu, dukungan dari pemerintah, akademisi, 

serta sektor swasta dalam bentuk subsidi 

sertifikasi, pelatihan teknis, dan platform digital 

untuk monitoring HACCP dan halal dapat 

menjadi solusi strategis dalam meningkatkan 

keberlanjutan implementasi sistem ini. 

 

KESIMPULAN 

Penerapan HACCP dan sertifikasi halal 

merupakan langkah krusial bagi Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) dalam memastikan 

keamanan dan kualitas produk pangan sesuai 

dengan standar nasional maupun internasional. 

Meskipun regulasi telah tersedia, banyak IKM 

masih menghadapi tantangan dalam 

implementasinya akibat keterbatasan sumber 

daya, pemahaman, dan akses terhadap 

pelatihan. Program penyuluhan yang dilakukan 

berhasil meningkatkan pemahaman peserta 

dengan rata-rata skor kepuasan mencapai 

93,97%, meskipun masih terdapat aspek yang 

perlu dioptimalkan, seperti keterkaitan antara 

teori dan praktik serta efektivitas waktu 

penyampaian materi. Pendampingan 

berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah dan 

industri, serta penguatan pelatihan berbasis 

digital menjadi strategi penting dalam 

mendukung keberlanjutan penerapan HACCP 

dan sertifikasi halal di sektor IKM. 
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